PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
KECAMATAN HEWOKLOANG

Jalan Nomaor telp
BAOWUNUT

KEPUTUSAN CAMAT HEWOKLOANG
Nomor: I fSK/KCH/V/2016

TENTANG

[ZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAHLIA BAOMEKOT DESA BAOMEKOT
KECAMATAN HEWOKLOANG

CAMAT HEWOKLOANG,

Menimbang : @&  bahwa Pendidikan Anak Usia Dini [ PAUD ) sebagaimana termuat dalam
Undang - undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional
menyatakan bahwa wupaya pembinaan yang ditujukan kepada anak -
merupakan Dasar Pencapaian Bagi Keberhasilan Pendidikan Pemula:

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurufa ,
perlu diberikan lzin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Dahlia Baomekot di Desa Baomekot Kecamatan Hewokloang dengan
Keputusan Catnat;

Mengingat @ 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah -
daerah Tingkat Il dalam wilayah Daerah Tingkat | Bali, Musa Tenggara Barat
dan Nusa Tenggarz Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraa: Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tamhbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 185, Tamhbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42335);

5. Undang - Undang Nomer 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
L.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

6. Undang - Undazng Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelavanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambshan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor S038); h l

7.  Undang - Undang Momor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 NMomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
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8. Undang - lndang MNomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera [Lemharﬁn Megara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 50807;

9. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pératuran
Perundang - Undangan {Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahoun 2011
Momar 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang MNomor Z3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5589);

11. Peraturan Pemerintah Nemor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indanesia Tahun 2005 Nomer 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44948);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Momor 91, Tamhahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

14. Peraturan Pemerintsh Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2008 Momor 194, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia MNomor
51035) sebagzimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Noowor 66
Tahun 2010({Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomaor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51577;

16. Peraturana Bupati Sikka Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pelimpahan
Sebapan Wewenang Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten
Sikka Tahun 2015 Nomar 1 );

MEMUTUSEKAN -

Menetapkan

Keszatu : Memberikan Izin Operasianal Penyelenggaraan Kepada:
Nama Lembaga : Pos PAUD Dahlia
Tahun Pembentukan : 202
Alamat . Wolon Kolit, Rt 001/ Rw D01
Diesa :  Baomekot
Kecamatan :  Hewokloang
Ezabupaten : Likka
Pemimpin/ Penanggungjawahb ¢ Kepala Desa Baomekot
Peyelenggara / Pengelola ¢ Kristoforus Tidong
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Kedua - Pemegang lzin Operasional sebagzimana dimaksud dalam Diktum ke satu
MempLUnya (Wgas :

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pos PendidikanAnak Usia Dini [ FALID)
sehingga memenchi fungsi sosialnya terhadap masya rakat;

2. Wajib Mentaati peraturan perundang -undangan yang berlaku atau yang
akan ditentukan kemudian; dan

3. Wajib membuat laporan perkembangan setiap bulan  berdasarkan
model laporan yang ditetapkan; 7

Ketiza - ljin Operasional Penyelenggaraan Pos Pendidikan Anak Usia Dini [POS FPAUD)
Dahlia Bacmekot berlaku selama 3 ( tiga ) tahun terhitung sejak tanggal
ditetapkan keputusan ini;

Keempat - Satu bulan sebelum ijin operasional ini berakhir, penyelenggara wajib
melaparkan ke Camat dengan membawa serta lzporan akhir tentang
perkembangan POS PAUD;

Kelima - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Baowunut
2 mres 2016

Tembusan :

1. Bupati Sikka di Maumere

2. Kepala Dinas PPD Kabupaten Sikka di Maumere

3. Kepala UPTD Dinas PPO Kecamatan Hewokoang di Baowunut
4, Kepala Desa Baomekot di Baomenkot

L. Pertingzal




